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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik
kesimpulan bahwa perwujudan asas keserasian dan keseimbangan dalam
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.5 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Air Tanah telah terwujudkan secara jelas melalui beberapa
aspek seperti aspek kepentingan ekonomi, yang mana bahwa dalam peraturan
ini diterapkan tarif progresif air tanah. Kemudian melalui aspek sosial, juga
dapat dilihat melalui beberapa pasal yang memuat unsur masyarakat. Melalui
aspek budaya juga terlihat dari diselenggarakannya sistem informasi air tanah
dan mencakup mengenai budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.
Pada aspek perlindungan juga terlihat dari ditetapkannya kawasan lindung air
tanah, diaturnya pelaksanaan perlindungan dan pelestarian fungsi air tanah dan
pengendalian daya rusak air tanah. Pada aspek pelestarian ekosistem juga dapat
dilihat melalui diaturnya mengenai kegiatan konservasi air tanah serta diaturnya
mengenai pendayagunaan air tanah.

B. Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan saran bagi
pemerintah, pihak swasta, maupun pihak masyarakat, bahwa dengan telah

terpenuhinya aspek-aspek yang termuat dalam asas keserasian dan
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keseimbangan serta terwujudnya aspek tersebut dalam Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Air Tanah, patut untuk diseimbangi dengan pelaksanaan secara nyata dari tiap
aspek tersebut, agar perwujudan dari asas keserasian dan keseimbangan tersebut
tidak hanya sebatas muatan dalam aturan, sehingga tujuan dari asas keserasian
dan keseimbangan dapat tercapai secara nyata bagi kelangsungan kehidupan

sekitarnya.
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